LURAH DESA PENDOWOHARJO

PIIEEQE‘:\TURAN LURAH DESA PENDOWOHARJO
AMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAFAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DESA PENDOWOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUI.;
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal No. 6 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dipandang perlu untuk
menetapkan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
(Blt) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Desa Pendowoharjo dengan Peraturan Lurah
Desa Pendowoharjo;

Mengingat @ 1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 No. 07, Tambahan Lembaran Negara RI
No. 5459); '

9. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 123, Tambahan
Lembaran Negara RI No. 5539) sebagaimana telah diubah yang
terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 041,
Tambahan Lembaran Negara RI No. 6327);

3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 'No. 168, 'I‘aml:_)ahan
Lembaran Negara RI No. 5558) sebagaimana teilah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
(Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 57_]; SR COR
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9.

10.

11.

12,

13.

14,

. Peraturan Pemerint

ah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun
ljakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Enf‘;;{dzzl;artlagalgr; Pandemi Corona Virus
A - atau Dalam Rangka Menghadapi
dgri?z]t;:ii Sﬁ&%‘t Mer{lbahayakan Perekonomian Nasional
Talhuin 2030 Ne IB?S Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI
Beratuesn Mas _,'I:ambahan Lembaran Negara RI No. 6485);
o nterl Keuangan No. 40/PMK.70/2020 tentang
205/ PMK 07 atas  Peraturan Menteri Keuangan No.
.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara RI Tahun 2020 No. 384);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Beri
I It 4 S t‘- cgar T‘ l un
2018 No. 611); fan Desa (Berita Negar LT

2_020 tentang Keh
S1_stem Keuangan
Disease 2019 (Covi

. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang

}’1'1('13'11:15. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
RI Tahun 2019 No. 1012) sebagaimana telah diubah dengan
,lft:mlur:’m Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Fransmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Dacrah Tertinggal dan
Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun
2020 No. 367); '

. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019 tentang

Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1261);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Desa ((Lembaran Dacrah Kabupaten Bantul Tahun
2015 No. 01);

Peraturan Bupati Bantul No. 28 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Dacrah Kabupaten Bantul Tahun 2018 No. 28);
Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 No. 82) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul No. 47 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 82 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 47),;

Peraturan Bupati Bantul No. 76 Tahun 2019 Tentang Siklus
Tahunan Desa (Berita Dacrah Kabupaten Bantul Tahun 2019

Nomor 76);

Peraturan Bupati Bantul No. 06 Tahun 2020 tentang Tata Cara

Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD Untuk Setiap
Kelurahan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 No. 06) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul No.46 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Bantul No. 06 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan ADD
Untuk Setiap Kelurahan Tahun 2020 ((Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2020 No. 46);

i Tata Cara
Peraturan Bupati Bantul No. 10 Tahun 2020 tentang .
Pengalokasian dan Besaran Penetapan Dana Desa Untuk
Setiap Desa

Tahun 2020 No. 10) sebagaimana tclah dmbah dmgan
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Peraturan Bupag;

Perubahan Pcfatl;ra?larggl aNO'
tentang Tata Carg PcngaloEa
Untuk Setiap Desa Tahun
Bantul Tahun 2020 No. 45);

15. it;rgagt;lrr;? P]%eila Pendowoharjo Nomor 7 Tahun 2019 Tentang
Anggaran Q‘bf"zoapatan dan Belanja Desa Pendowoharjo Tahun
Nomor 7); (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2019
Fertaturan L}Jrah Desa Pendowoharjo Nomor 2 Tahun 2019
entang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pendowoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa
Pendowoharjo Tahun 2019 Nomor 2);

0. 45 Tahun 2020 tentang
ll‘ Bantul No. 10 Tahun 2020
sian dan Besaran Penetapan DD
2020 (Berita Daerah Kabupaten

16.

MEMUTUSKAN

Menetapkaﬂ : Peratljlran Lurah Desa Pendowoharjo Tentang Penetapan Daftar
Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa
Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Desa Pendowoharjo dengan Peraturan Lurah Desa Pendowoharjo.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Bupati adalah Bupati Bantul.

Kecamatan adalah Kecamatan Sewon.

Desa adalah Desa Pendowoharjo. . _
Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 'bcrdasarkan_ pra.kzarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Rt?p}xbllk Indone?}a- .
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa1 El}r{ne 1p1;r:
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, peb Zanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, daanenli1 Zr a}:zl =
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan

. ;?ﬂt:ggfiil?afl:as:ﬁ Desa adalah penyelenggaraan urusan Perflerintaha; dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. _ pe

® Pmerinah Desa adlah Koo e s Pemerintahan Desa
dibantu Perangkat Desa sebagal unsur penye.lenbgg? I;l an nama lain adalah
o i e 4 o atE}u ygi?g gésnic?intaitgn yang anggotanya

un - -
i?r?lﬁicag a::fkil r:lﬁ?ﬁigﬁ’iﬂk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.
i n ) i
Musyawarah Desa atau yang dlsemettlz{;g,gmll’emeﬁntah Desa, dan unsur

antara Bad Permusyawaratan TS e o
masyarak;t ;:ng diselenbégarakan ol_e:h Badan Pcrmus.y.af..valrg en Deas HnfE
menyepakati hal yang bersifat strategis.

SR S

a Desa ata

|10 ama lain adalah musyawarah
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Menengah Des

gencana Pembangunan Jangka
11 Pembangun

Desa; adalah Rencana Kegiatap 2, selanjutnya disingkat RPJM

an Desa untuk jangka waktu 6

(ena(g]n;ahp‘{.::;ja Pemerintah Degg :
12. :Irlljabal'aﬂ dari RPJM Desa untuL’: j::;;iﬁ?aiiudli s(i;agtie]lttailip i S
13. geuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa \’;IIT ; d dinilai
dengan uang serta segala sesuaty berupa uang dan b A95E dapat dmnal
dcngaﬂ pe]aksanaan hak dan ke“'ajiban DBSa:o arang vang bernubungan
i Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah

rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

prioritas Penigunaclian_ Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan

dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiavai denean

pana Desa. v’ =

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang dlgcruﬂiukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja Dacrah Kabupaten dan digunakan untuk membiavai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiva atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit
Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

19. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah

pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang

bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Pengunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan
masayarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

(1) Dalam rangka penanganan dampak wabah Covid-19 Dana Desa dipergunakan
untuk penyediaan rumah karantina, Pa@at Karya Tunai Df:sa (PKTD), Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dalam rangka jaring pengaman sosial. _

() Desa melakukan pendataan calon genenma Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Des n keluarga miskin : .
a. }?eif;rgg?r;?:gg dalam Sata Terpadu Keseja-hteraan Sosial (DTKS) selain

penerima PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Prog}-am Sex_nbako,
BPNT Perluasan/Program Sembako Perluasan, Bantuan Sosial Tunai (BST),
dan kartu pra kerja diutamakan yang kehilangan mata pencraha.najll atau
mempunyai anggota keluarga yang rentan (sakit menahun/kronis, lansia,
b. Eglli:t:kg:a;iskin diluar DTKS yang ditemukan di Desa, dan belum terdata

3 (exclusion error).

) Desa melaksanakan Musyawara

Yang dilaksanakan dengan agenda:

4. membahas hasil pendataan seba

h Desa Khusus (musyawarah desa insidentil)

gaimana dimaksud ayat (2) huruf b;
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b. validasi, finaliggy; "
bersumber darj "N Penetapgy,
(2) huruf b. e a('h“l%ﬂirnnna digill?s KK calon penerima BLT Desa,

: ud
(4 paftar pcnerima manfpg Bantyap pada ayat (2) huruf a dan ayat

am peraturan Lurah Desa ini ;

n terhitung mulai bulén April 2020;
b. Besaran BLT Desa p

rupiah) per keluarga, ¢r Bulan scbesar Rp.600.000,00 (cnam ratus ribu

Pasal 4
peraturan Lurah Desa ini mulai berjaku pada tanggal diundangkan.

Agar §c.tiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pendowoharjo.

"""\ BARON NURCAHYO
" NIP: 197601202010011002

Diundangkan di Desa Pendowoharjo
pada tanggal 4 Meci 2020

CARIK DESA PENDOWOHARJO,

MAYA FITRIANINGSIH

OR 2
BERITA DESA PENDOWOHARJO TAHUN 2020 NOM
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